REKSA DANA
NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MEN YETUJUI EFEK INI.

TIDAK JUGA MEYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INIL.SETIAP PERYATAAN
YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA bertujuan untuk menghasilkan peningkatan nilai
investasi yang optimal melalui tingkat bunga yang sesuai dan apresiasi nilai efek yang
diinfestasikan secara terus menerus. Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA mempunyai
komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per
seratus) pada efek berpendapatan tetap, yaitu Surat Utang Negara Republik Indonesia, serta
minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh perseratus) pada instrumen pasar
uang.

PENAWARAN UMUM

PT Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit
Penyertaan Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sampai dengan 2.000.0000.000 (dua
milyar) Unit Penyertaan. Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000
(seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit
Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan.

Biaya pembelian (subscription fee) untuk memiliki Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu
per seratus). Biaya penjualan (redemption fee) adalah sebesar 1% (satu per seratus) atau
maksimum untuk waktu kepemilikan kurang dari 3 (tiga) bulan, dan tidak ada biaya penjualan untuk
waktu kepemilikan lebih dari 3 (tiga) bulan. Minimum pembelian pertama kali untuk NIKKO
GEBYAR INDONESIA DUA adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk tambahan
pembelian berikutnya adalah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Minimum penjualan kembali
adalah sebesat Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Bila unit yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang
dari 1.000 (seribu) unit pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan
atas seluruh Unit Penyertaan tersebut.

Manajer Investasi Bank Kustodian
PT. Nikko Sekuritas Indonesia PT. Bank Central Asia
Wisma Indocement, lantai 3 Menara BCA - Grand Indonesia Lt. 28
JI. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910 JL. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Telepon :62-21-2510125 Telepon : 62-21-23588000
Fax :62-21-2512112 Fax : 62-21-23588374

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBEL! UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH
DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-
FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VII), DAN MANAJER INVESTASI (BAB llI).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta Maret 2018
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ISTILAH DAN DEFINISI

Kecuali diatur lain oletlPeraturan Pasar Modal maka katakata atau istilah yang
disebutkan dalam Prospektus ini diartikan sebagaimana yang tercantum dibawah
ini:
G! T A fadalal@ A €
a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai detaghia,
baik secara horisontahaupun vertikal;
b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, a&amisaris dari
pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih
anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan tsuihak, baik langsungnaupun
tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan gletusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan bailgsung
maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan danmpegang saham utama.
4! 38y tSyedz t 9al&ah piva Jadd telaB mghipeérolétin usaha
dari OJK sebagai Perusahaan Efek yang dalam mmaklakukanpenjualan Efek Reksa
Danaberdasarkan kontrak kerjasantiengan Manajer Investasi pengelola Rekana
berdasarkan POJ§omor: 39/POJK.04/2014.

éBank Y dzi (i 2,Radalafi 8Bank Umum yang telah mendapat persetujudari
Bapepam dan LK/OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usehegai Kustodian,
dalam hal ini adalah PT Bank Central Asia, Tbk@gagganti haknya.

a. | LIS LI Y , &ihlagh Badané Pengawas Pasar Modal dan LemKagangan
sebagaimana dimaksud dalam Undddgdang Pasar Modalan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. KBMI6/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005
tentang Orgaisasi danTata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan.

a. dz] GA YSLISYAE AT L,yadalahy Suiiat Kor§ighasErhidsakdi yOsit
Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyerta@amg dimiliki oleh masing
masing Pemegang Unit Penyertagmangditerbitkan oleh Bank Kustodian.

a dzN&a I &daléh| ghak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek gpfek

lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efe
Indonesia atau pengganti haknya.

& 9 ¥,54d#ah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, sub&rharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertkantrak investasi
kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setifgrivatif dari Efek.

a9 FS1 . SN& jadalalii sattah @k Efdk §ang dapat ditukar dengan saham
atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham

a9 FS1 . SNH mdalahi Efek §dng” Bhénunjukkan hubungan utang piutang
antara-pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).
¢Efektifé = I RFf K G SNLISY dzK A gad lpersgaGtard2bihiy&taani I (
pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dbegbentuk kontrak investasi
kolektif yang ditetapkan dalam Undanumdang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nom@3/POJK.04/2016 yang dibuktikan dengan surat pernyataan
Efektif atasyang diterbitkan oleh OJK.

sFormulirt SYS &Yy t $Yo St Al atlaldhyormiliasli§ane Gpsdail
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oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertagang diisi, ditandatanganiash
diajukan oleh calon pembeli kepadidanajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek
Reksa Dana (jika ada).

dFormulirt SYo St Ay 1 SYol t Aaddlayi Xotmulit &shyang tliakai y £
oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kemHafiit Penyertan yang
dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukaleh Pemegang Unit Penyertaan
kepada Manajer Investasi atau melahgen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
GC2NXdzf AN t SYsStALY YSYol t A, aRdlayf form@liyasli- £
yangditerbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Beityertaan
untuk menjual kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dimilikinya atatuk
mengalihkan investasinya ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajel
Investasi pada Bankuktodian yang sama (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang diisi,
ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer
Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pembeli:
Kembali dan Pengalihan Unit Penyemadapat juga berbentuk formulir elektronik
menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Ager
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawa
koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan tekéuan peraturan
perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
GFormulirt NBFAE / Ff 2y t SYS Jddsfah formylivang wafoyudtd NI |
diisi olehcalon Pemegang Unit Penyertaaebagaimana disyaratkan dalam Perratu

No. IV.D.2, yang berisi daten informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit
Penyertaansebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada
Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

oHari. dzNJatlatah setiap hari diselenggarakannya perdagangan dif@lursa Efek,
yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecualiteesebut merupakan hari libur
nasional atau dinyatakan sebagai hari lilmleh Bursa Efek.

éHari Y | £ Sy Rd8lakEsetiap hardalam 1 (satu) tahun sesuai dengaalendar
Gregorius tanpa kecuali.

éHari Y S NBatlagah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Baidnesia
buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yatigtapkan oleh
pemerintah Republik Indonesidan/atau Hari Kerja biasgang karena suatu keadaan
tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republilndonesia dan/atau Bank Indonesia
sebagai hari libur.

&Kontraké = F RIFfFK 12yGNF1 Ay JSINDDNESM DUR &nfafa b /
Manajer Investasi damBank Kustodian yangengikat Pemegang Unit Penyertaan,
dimana Manajer Investasi dibewewenang untuk mengelola portofolio investasi
kolektif dan Bankustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif
sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrbkvestasi Kolektif ReksBana Nikko
GEBYAR INDONESIA DUA39danggal23 Agustus 201dibuat di hadapan nyonya
Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana HukuMotaris di Jakarta termasuk perubahan
dan penambahannya.

éKustodiaré £ | RI f I K LJA K| jasadpenifighn HekatmasNIPanltipan
Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh letdlari satu pihak yang
kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) derta lain yang berkaitan dengan
Efek serta jasa lain, termasuk menerindividen, bunga, dan dk-hak lain,
menyelesaikan transaksi Efek, danewakili pemegang rekening yang menjadi
nasabahnya.

aYSoA2l | yaddlay dgakan ydng ditentukan oleh Manajer Investasi
bersama dengan Kustodian sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kontrak.
"Ketentnan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan!Atau Inforridbadi
Konsumen"adalah ketentuarketentuanmengenai kerahasiaan dan keamanan data
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dan/atau informasipribadi konsumen sebagaimana diatur —-dalam POJK Tentanc
Perlindungan Konsumen dan Surat Edara@toritasJasaKeuanganNomor:
14/SEOJK.07/2014tanggat@8-2014(duapulukAgustus dua ribu empat
belas),tentang Kerahasiaan Dan KeamaBata-dan/atau Informasi Pribadi
Konsumen,beserta penjelasarmya, dan perubahan perubahannya dan penggantiny:
yang mungkin da dikemudian hari.

a[ I LI2 NI y adaldei l&pgranyang wajib dikirimkan oleh Bank Kustadian
daporart I FRIFfFK f1FLE2NFy &Fy3 RAUGSKBtadiag Iy
kepada Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Peratur@dK
No0.23/POJK.04/2016.

Gl SYol 3 t Sye@AaYL} vyl atalaRIPiffak yaSgy/ndeSyeldhggharakany &
kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain
@l yI 2SNJ Lafdaia$ pitink yarg&kegiatan usahanya mengetaietofolio Efek
untuk para nasabhnya atau mengelola portofolioinvestasi kolektif untuk
sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah Rikko Sekuritas Indonesia atau
pengganti haknya.

a bl al adel&épihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sekt
Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan ata
tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentar
Prinsip Mengenal NasabalDalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya
berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan

Nilai ! { GA @I . SNadaldh nitaibpasandyang wajar dari URienyertaan
dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh BKnstodian berdasarkan nilai
aktiva bersih pada akhir hari yargersangkutan setelah penyelesaian pembukuan
NIKKO GEBYARDONESIA DUA dilaksanakan tetapi tidak termasuk permohonan
pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian padiayang
sama sesuai dengan Peraturan No.lV.C.2, yang dihitunglidamumkan setiap Hari
Bursa sesuai dengan POJK No#itPOJK.04/2015 .

ONilai Pasar Wajar fair market value) £ adalah nilai yang dapat diperoleh dari
transaksi Efek yang dilakukan antar ppraak yang bebas bukan karena paksaan atau
likuidasi

hi2NRGI & WI al , adafabdergbada hdepehdetydbebas dari campur
tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, damwenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikarhadapkegiatan jasa keuangan siector
Perbankan, kegiatan jas&euangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa
keuangan dsektorPerasuransian, Darfensiun, Lembaga Pembiayaatan Lembaga
JasaKeuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Unterging Nomo
21Tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

&Pemegang! Y A Gt Sy adalntisetlay gihak yang mempunysgian dalam
kepentingan portofolio NIKKO GEBYAR INDONBESKA melalui kepemilikan Unit
Penyertaan.

& Sy 61 NI y, adalthdk¥giatan penawaradnit Penyertaan yanglilakukan

oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepaai@syarakat
berdasarkan tatxara yang diatur dalam UndastgndangPasar Modal dan Kontrak.
POJKb 2 @ H o Kt h W¥dhlamPReratorancQIJK tentang Reksmna berbatuk
Kontrak Investasi Kolektif tanggal-08-2016 (tiga belasuni dua ribu enam belas).
GPOJK No. 47/POJK.04/2045 | RI £ F K LISNI (i dzNI y Temtarg) NR
Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dabaka tanggal 232-

2015 (duapuluh tiga Desember tahun dua riblima belas).

6POJK No. 1/POJK.07/2043adalah Peraturan Otoritas Jadéeuangan Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuarigaggal 2607-2013 (dua puluh enam
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Juli dua ribu tiga belas)

GPOJK No. 12/POJK.01/204Z F RI £ I K t SNJI {ikibihgin TeniahdNA |
Penerapan Program Anti Parmmian Uang darPencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan tanggalBs2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas).
&Peraturan No. IV.C2X F RFf I K [ F YLANI Y VYdahdeiNimadr y
Kep402/BL/2008 tanggal 009-2008 (SembilanSegember dua ribu delapan)
Tentang Nilai Pasar Wajar Dari EBdam Portofolio Reksa Dana.

&Peraturan No. IV.DR2ZX | RFfFK [ YLANI Yy Y Slodunrikea | y
20/PM/2004 tanggal 294-2004 (dua puluh Sembilafpril dua ribu empat)rentang
Profil Pemalal Reksa Dana.

&Peraturan No. V.D.1®8X | RF f | K [ | Y LJA NBagepan XLt iNdmiotr y
Kep476/BL/2009 tanggal 232-2009 (duapuluh tiga Desember dua ribu Sembilan)
Tentang Prinsip Mengend&lasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasa
Modal.

6Peraturan No. X.D4 Xdaldh Lampiran Keputusan KetiapepamNomor Kep
06/PM/2004 tanggal 092-2004 (sembilan Februari duaibu empat) Tentang
Laporan Reksa Dana.

dPernyataan Pendaftarah = | RFf I K LISNY & (F Iy Manadjey 3
Investasisesuai dengan formulir sebagaimana terlampir pddampiran POJK No.
23/POJK.04/2016 yang wajib disampaikan kep@d& oleh Manajer Investasi dalam
rangka Penawaran Umum Rekd2ana termasuk Daftar Dokumen yang harus
dilampirkan.

dPortofolio Efeké = | Rumpulark Efek yang merupakan kekayadiKKO GEBYAR
INDONESIA DUA berdasarkan investasi yilagukan oleh Manajer Investasi sesuai
dengan kebijakan investasi.

GProspektug = | RFEFK aSAaAl L) LISNYe@L G ltdrtylis yamgy 3
digunakan dengatujuan agar pemodal membeli Urfenyertaan melalui Penawaran
Umum NIKKO GEBYAR INDONHSJA, kecuali pernyataan atau informasi yang
berdasarkan peratura®JK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

GReksa Danas F RIFf I K g RIK &1 yrAengRnpLidiaidd dayil { |
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dal®@uortofolio Unit
Penyertaan oleh Manajer Investasi dapat berbenhwkum Perseroan Terbatas atau
kontrak investasi kolektif.

¢Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUAI feksadhnkberbentuk kontrak
investasi kolektif sebagaimana dimaksud daléantrak

6SEOJH/SEOJK.04/2015 adalahSurat Edara®toritasJasaKeuangan tentang
Prosedur PenyelesaianKesalahan Penghitungaililai Aktiva Bersih Reksa Dana
tanggal21-01-2015(dua puluh satu Januadiua ribulimabelas).
(SEOJK2/SEOQJK.07/20 2 F RF £ I K { dzNI 4 9 Rduahbay teritah@ N
Pelayanan Dan Penyelesaian PengadiamsumerPada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
tanggal 1402-2014 (empat bela®ebruari dua ribu empételas).

@SEOJK No. 7/SEOQJK.04/26183 | RFf I K &dzNI G  PBrerbidary |
Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face To Face) Palanimaan Pemegang Efek
Reksa Dana Melalui Pembukaan RekeniBgcara Elektronik, Serta Tata Cara
Penjualan (Subscriptionpan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana
Secara Elektronik.

éSub Rekening Efékz F RFf I K NB {1 SyAy3d GEBYAR INDONESIA
DUA yang tercatat dalam rekening efek B&nlstodian pada Penitipan Kolektif.

&Surat Konfirmasi Transaksi WnPenyertaart = | Rl f I K buktidediirdasil G |
yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodiatas pelaksanaan perintah
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pembelian dan/atau pembelian kembdfpelunasan) yang sudah harus diterima oleh
Pemegang Unit Penyertagualing lambat 7 (tujuh Hari Bursa setelah diterimanya
perintah tersebutdengan ketentuan:

a. untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Urgnyertaan dari
Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dditerima dengan baik oleh
Manajer Investasi atau melalui AgétenjualEfek Reksa Dana (jika ada) dan
pembayaran untukpembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank
Kustodian (ircomplete application and in good fund);

b. untuk pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaaplikasi pembelian
kembali Uni Penyertaan dari Feegang UnitPenyertaan telaHengkap dan
diterima dengan baik (in completapplication) oleh Manajer Investasi atau
melalui Agen Penjudifek Reksa Dana (jika ada).

dUndangundang Pasar Modal ¥ | R f luKdarigRé&plbjfkAdonesia Nomor 8
tahun 1995(seribu sembilan ratus sembilan puldima) tentang Pasar Modal dan
peraturan pelaksanaannya.

&Unit Penyertaarg = | RFf I K &l (dzt y dz] dzNJ Kepedtingg@ Y
setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investalktif NIKKO GEBYAR
INDONESIA DUA.
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BAB I

INFORMASI MENGENAI
NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

1. Dasar Hukum
NIKKO GEBYAR INDONESIA &d#feh Reksa Dana Terbuka Kontralestasi Kolektif
berdasarkan Undangndang No. 8/1995 tentanfasar Modal beserta peraturan
pelaksanaannya pada bidang Reksa Dasbagaimana termaktub dalam Akta
Kontrak Investasi Kolekt{KIK) Reksa DamiKKO GEBYAR INDONESIA N0A9
padatanggal 23 Agustus 201%ang dibuat di hadapatNANETTE CAHYANIE
HANDARADI WARSIT6H. antara PNikko Sekuritas IndonesgbagaiManajer
Investasi dan PT Bank Central Asia, Thk sebagaiBestédian NIKKOGEBYAR
INDONESIA DU#enjadi efektif dariBadan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan
Surat Keputusan KetiBapepam & LKlomor S1786/BL/2008.

2. Penawarandmum
PT.Nikko Sekuritas Indonesigbagai Manajer Investasi melakukamawararumum
atas Unit PenyertaaNIKKO GEBYAR INDONHSM\ secara terus menerus sampai
dengan jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

3. Manfaat Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
NIKKGGEBYAR INDONESIA Didgat memberikan manfaat investagibagai berikut:

a. Pengelolaan Investasi secara profesional
Pengelolaan portofolio investasi di dalam bentuk instrumen
berpendapatan tetap seperti obligasi dan efek pasar uang di Indonesia
memerlukan kemampuan analisa yang sistemaffrtofolio juga harus
dimonitor secara terus menerus agar daghambil keputusan cepat dan tepat.
Untuk itu diperlukan manajenvestasi yag profesional dalam bidangnya.

b. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi
Investasi di pasar obligasi dan efek pasar uang membutuhiemaga,
pengetahuan analisa investasi, waktu yang cukup banyd&n berbagai
pekerjaan administrasiDengan pembelian UniPenyertaanNIKKO GEBYAR
INDONESIA DUAemegang UnitPenyertaan terbebas dari pekerjaan
pekerjaan tersebut.

c. Diversifikasinvestasi

Diversifikasi merupakan salah satu tujuan utali&KKO GEBYARIDONESIA
DUA. Melalui penempatan pada instrumeberpendapatantetap yang
diterbitkan oleh pemerintah sepertbligasi dan efek pasar uang di Indonesia
secara selektif sehinggaercapai diversifikasi portofolio. Diversifikasi
tersebut dapatterwujud dengan adanya dukungalana yang cukup besar dalam
NIKKO GEBYAR INDONESIA Dewliversifikasinya portofoliakan memperkecil
risiko investasi.

d. Unit PenyertaanMudah Dijual Kembali
Manajer Investasi wajibmembeli kembali Unit Penyertaan yandijual oleh
pemegang Unit Penyertaan, maka pemegang URirnyertaan dapat
langsung menjual Unit Penyertaannya kepMtmajer Investasi dan berdasarkan
Nilai Aktiva Bersih pada hdnirsa yang bersangkutan. Dengan demikidiKKO
GEBYARINDONESIA DUAnemberikan tingkat likuiditas yang tinggi kepada
pemegang Unit Penyertaan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam
waktu yang singkat.
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e. PotensiPertumbuhan Nilai Investasi
Dengan akumulasi dana yang terkumpNIKKO GEBYARIDONESI®UA
mempunyai kekuatan untuk melakukapenawaran dalam memperoleh
tingkat bunga yang lebih tinggi dengan biaya investasi yang lebih rendah,
serta dapat dengamudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi
yangsulit dilakukan secara individu. Dengan dé&man, kepadaPemegang
Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil
investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

4. PengelolaNIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
Dalam pengelolaan investasi, PNikko Sekuritas Indonesi@mempunyaidua
tim yaitu Komite Investasidan Tim Pengeloldnvestasi Selain itu, kedua i
ini juga dibantu oleh Tim Riset Analis. Komite Investasi memberikan
pengarahan kepada TinPengelola Investasi yang bertugas sehari dalam
mengelola danadimana Komite Investasi ini melakukan rapat paling sedikit
sekalidalam sebulan.

KOMITE INVESTASI

Harianto SolichinKetua Tim Komite Investasi dan juga sebayasiden Direktur
PT.Nikko Sekuritas Indonesidlarianto dilahirkardi Jakarta pada tahun 1962 dan
lulus Specialist in Actuarial Sciendan Sarjana dalam bidangconomics and
Statisticsdari Universityof Toronto, CanadaDi samping itu juga memiliki
ProffesionalDesignationsebagaiFellow of Life Management Institut@=LMI)
dan beliau sudah memperole@hartered Financial Consultant (Chp&jla tahun
2003. Harianto telah memperoleh ijin dari BAPEPANh LK sebagai Wakil
Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputukatua BAPEPAM & LK Nomor Kep.
15/PM/IP/WMI /2000 tanggh2 Maret 2000 dan sebagai Wakil Penjamin Emisi
Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor
Kep.l16/PM/IP/PEE/1996 tanggdlSeptember 1996.

Widya Bharata, Anggota Komite Investasi, dan juga sebagai DireRTr Nikko
Sekuritas Indonesidilahirkan di Purwokerto, JawaTengah pada tahun 1954 serta lulus
dari The College of Holy Names, OaklaDdlifornia,USA dalam bidan@usiness
Administration/ Economics Widya memulai karirnya sebagaiJunior
Accountantdi Atlantic Richfield Indonesia (ARCO), Inc. pada tahun 1979 sampai
dengan 1982. Pada tahun 1983 sampai dengan 1985 bekerja padal
Offshore Drilling Company sebagai Senior Akuntankemudian
bekerja sampaiChief Accountantpada beberapaperusahaan. Sebelum
bergabung dengan PNikko Sekuritas Indonesigada bulan Mei 1993, Widya
sebelumnya bekerja sebag&enior Investment Analygpada PT. Interpacific
Securities. Widydelah memperoleh izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek
dari BAPEPAMIan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nbrkir
Kep.104/ PM/IP/PEE/1994.

TIMPENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelolanvestasi bertugas untuk melaksanakan kegiaitarestasi sehasi
hari atas pengarahan yang telah diberikan olébmite Investasi. Adapun Tim
Pengelola Investasi sebadprikut:

Ratih Rachmadewi,Ketua Tim Pengelola Investasi dan jabafimektur yang
membawahi Divisi Manajer Investasi, PNikko Sekuritas IndonesidRatih
dilahirkan di Surabaya pada tahun 197®atih menyelesaikan Program
Pascasarjana llmu Manajemefeuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(FEUI) pada tahug004 dan meraih gelar sarjana llmu Hubungan Internasional
padatahun 1993. Ratih mengawali karirya di PT. Salindo Perdana Fisebagai
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Monitoring Officer tahun 1994, kemudian beralih profesi sebagai Fund
Manager di PT. Mashill Asset Management tati897. Di tahun yang sama
mulai bekerja pada PTNikko Sekuritas IndonesisebagaiFund Managerdan
membangun karimyaelama 8 (delpan) tahun dengan jabatan terakhir sebagai
General Manager Tahun 2005, Ratih bergabung dengan PT. Dhanawibawa
Arthacemerlangdan memperluas wawasan investasinya pa&taate Equity dan
Real Estatalengan jabatan terakhir sebagBirektur/ Chieflnvestment Officer
sebelum akhirnya bergabung kembali di RTkko Sekuritas Indonesiada Jii
2010 sebagaiead ofAlternative Investmentintuk mengembangkan bisnis unit
baru dibidangPrivate Equityan RealEstate sebelum kemudian diangkatenjadi
Direktur/ Chief Investment Officglang membawahi Divisilanajer Investasi. Ratih
telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajevestasi sejak tahun 1996 berdasarkan
keputusan Ketua BAPEPAMmMor Kep. 81/PM/IP/WMI/1996.

Tenorio Triananda, Anggota Tim pengelola dengan jabatan Seritanger.
Tenorio dilahirkan di Bandung pada tahun 1978. Télérs dari Bentley College,
Waltham, Massachusetts, USA denggeglar Bsc EconomiEinancepada tahun
2000 dan dari Progrartudi Magister Manajemen Kkaltas Ekonomi Universitas
Indonesia (FEUI) pada tahun 2010. Tenorio bergabung dengan NRRko
Sekuritas Indonesipada tahun 2002 dan telah memperoleh igebagai Wakil
Manajer Investasi dari berdasark&urat Keputusan Ketua BAPEPANLK&Nomor
Kep. 9/PM/WMI/2004ada tanggal 18 Februari 2004.

FrederikPriotomo, Anggota Tim Investasi dengan jaba&emior ManajerFrederik
dilahirkan di Jakarta pada tahun 1980. telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universita:
Kristen Indonesia (FE UKdada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan studi
manajemen keuangan di Program Studi Magid#anajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia (FEUI). Pada tahun 2004 lulus dengan gelar Magiste
Manajemen (MM). Frederik bergabung dengan Rikko Sekuritasndonesiapada
tahun 2005 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkar
Surat Keputusan Ketua BAPEPAd&n LK Nomor Kep. 101/BL/WMI/2011 pada
tanggal 30 November 2011.

David Palayukan, Anggota Tim Riset dengan jabatdhanajer David lahir di
Banjarmasin, 6 Maret 1982. Telah lulus dari Universitas Indonesia jurusan akuntans
pada tahun 2005. David telah bergabung dengatNRKo Sekuritas Indonessjak
tahun 2009 sebagdund administrator dan memulai karir sebagfnancial analyst
sejak 201ldan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari
Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK-No. K
209/BL/WMI/2012

TIM RISET ANALIS

Sebelum Komite Investasi mengarahkan Tim Pengelola Investasi dalgaiankan
kebijakan dan strategi investasi sehhari sesuai dengan tujuan investasi, Komite
Investasi akan mendapatkan masukan dari Tim Risatis
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BAB I
MANAJER INVESTASI

1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT.Nikko Sekuritas Indonesidalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan Akta
No. 26 tanggal 13 Agustus 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akte
Pembetulan No. 80 tanggal 25 Agustus 1990, kedua akta tersebut dibuat dihadapat
Amrul Partomuan Pohan S.H., LL.M., Notaris di Jakayang telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Sura
Keputusan No. G2485 HT.01.01.Th.90 tanggal 30 Agustus 1990 serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 Tambahan No. 419
tanggal 16 Oober 1990. AnggaraBasar PNikko Sekuritas Indonesielah diubah
seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undamdang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalan
Akta No. 41 tanggal 12 Agustus 2008ibuat di hadapan Popie Savitri
Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesue
dengan Surat Keputusan No. Al868725.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17
Novemter 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96
Tambahan No. 27965 tanggal 1 Desember 2009.

Perubahan anggaran dasar terakhir yang termuat dalam akta nomor : 5 tanggal 07
04 ¢ 2017 (tujuh April dua ribu tujuh belas) yang telah mengbeh persetujuan
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asas
Manusia Republik Indonesia Nomor AHQD8357.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal
10 April 2017.

Perubahan Direksi dan Komisaris NIkko Sekuritas Indonesigerakhir diubah
dengan Akta22, tanggal 19 Janua®017, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H.,
Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahue
Perubahan Data Perseroan PNikko Sekuritas Indonesidlo. AHUAH.01.03
0032391 tanggal 25 Januari 2017.

PT.Nikko Sekuritas Indonesilah memperoleh Izin Usaha di bidang Manajer
Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal N
Kep01/PM-MI/1993 tanggal 22 Februari 1993. Adapun susunawddeKomisaris

dan Direksi PTNikko Sekuritas Indonesipada saat Prospektus ini diterbitkan
adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Phiong Phillipus Darma
 Komisaris : Mitsuhiro Akiyama

Dewan Direksi :

Presiden Direktur : Harianto Solichin
1 Wakil Presiden Direktur : Tetsuo Takatsugu
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1  DirekturCorporate Finance
M DirekturFund Management

: Widya Bharata
: Ratih Rachmadewi

1 DirekturMerger & Acquisition : Daisei Hatano

2. Pengalaman Manajer Investasi

Manajer Investasi saat ini mengelola 4 Reksa Dana Pendapatan Tetap, 2 Reksa Dg
Campuran, 2 Reksa Dana Pasar U&heksa Dana Saham dan 1 Reksa Dana

Penyertaan Terbatas yaitu :

NIKKO

No Nama Reksa | Jenis Reksa Tanggal Effektif Dana kelolaan
: Dana Dana 99 per Februari2018
1. | Nikko BUMN Plu| Campuran (24 September 20{ |IDR33.622.594.274
2. NikkoIndah | Pendapatan| g \10ret 2008 | IDR87.302.427.229
Nusantara Dua Tetap
3. | Nikko TRON Duj Per}‘if:;‘a” 18 Maret 2008 |  IDR43.927.479.971
4. | NikkoGebyar | Pendapatan| 7 \\.ion0g IDR81.379.161.290
Indonesia Dua Tetap
5. NikkoKas | b carUang| 23 Maret D06 |  IDR39.536.185.732
Manajemen
Nikko Saham
6. Pembangunan Saham |17 November 20] IDR28.533.724.133
Indonesia
7. | Nikkolndonesial .o | 4 Oktober 2012 1DR37.231.711.516
Balanced Fund
g, | NikkoIndonesia| Pendapatan | , o ner2015|  IDR35.410.150.508
Bond Fund Tetap
o, | NikkoIndonesial o p. 0 | 4 Oktober 2012|  IDR41546.473.881
Equity Fund
Nikko Indonesia
10. Money Market | Pasar Uang| 4 Oktober 2012 |DR32.851.716.866
Fund

3. Pihak Terafiliasi
Sampai saat ini PNikko Sekuritas Indonesiebagai ManajeinvestasiNIKKO

GEBYAR INDONESIA Didak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan

lainnya

NIKKGGEBYAR INDONESIA DUA
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BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK ODIAN

at ¢ 1. HySy 4 NI € L'd8AF ¢01¢ RARANXR|IY RSy
LYRdzZZAGNRS {SYIFINry3a YYyAlGdAy3a CLOG2NBE ©
1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan tela
mendapatkan pengesahanad Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam
buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 2
Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Repulidonesia Nomor 62 tahun 1956
tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central A
Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Ndmor 1°
tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjane
Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menter
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari sur
yang dikeluarkaroleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggad43
2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: A44#101.030926937 serta
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AB96701.AH.01.11.Tahun
2015 tanggal 284-2015 (dua puluhigga April dua ribu limabelas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UC
tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asi
Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidar
pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEI
148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempa
Penitipan Harta di Pasar Modal keaBl T Bank Central Asia.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tangc
13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayana
kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham
obligas, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat
Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustod
telah memperoleh izirdari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan
SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. B(
Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak Novemb
2002 sesuai dengan surat kepuamsBank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19
November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian jug
telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
Pih&-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:
1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
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4. PT BCA Sekuritas

5. PT Asuransi Umum BCA

6. PT Central Santosa Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA

NIKKGGEBYAR INDONESIA DUA
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BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
Tujuan dan kebijakan investadiKkKO GEBYAR INDONESIA &lafahsebagai berikut:

Tujuan Investasi

NIKKO GEBYAR INDONESIA DE#ujuan untuk menghasilkapeningkatan nilai
investasi yang optimal melalui tingkat bunga yaseguai dan apresiasi nilai efek yang
diinvestasikan secara terus menerus.

Kebijakan Investasi

Sesuai dengan tujuan investasinfilKkKO GEBYAR INDONESIA DUA

melakukan investasi pada efek hutang yang diterbitkan oleh PemeriR@publik
Indonesia dan efek pasar uang dengan komposisi :

a. Minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksit@0fo(seratus
per seratus) pada efek berupa Sutdtang Negar&@emerintah Indonesia.

b. Minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% faah per
seratus) pada instrumen pasar uang.

Untuk menghasilkan hasil yang optimal, pemilihan Surat Utang Negaranstrumen
pasar uang menggunakan pendekatan pengelolpartofolio baik dari sisi makro
maupun mikro, sehingga pengambilan keputusan konsisten dengan tetap
mempertimbangkan tingkat risikpang melekat.

Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peratura®JK Nomor 23 /POJK.04/201énengenai Reksa Dana

berbentuk KIK, dalam mengeldBKKO GEBYARDONESIA DUA,

(1) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reks:
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

a. memiliki Efek yang diperdagangkan Bursa Efek luar negeri yang informasinya
tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia
atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursallekegeri lebih
dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10%
(sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah
mencatatkanEfeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari
modal disetor perusahaan dimaksud;

d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen
dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

e. memiliki Efé& derivatif:

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Ja:
Keuangan dengan ketentuan pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah
Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawa
pengawasan OJK serteemperoleh peringkat layak investasi dari Perusahan
Pemeringkat Efek, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dal
Nilai Aktiva BersiReksa Danpada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dar
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dar
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20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat deng
ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset titiztikih dari 10% (sepuluh persen) dari
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Ase
dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalu
Penavaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen)
dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan leb
dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

h. memiliki Unit Rnyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dus
puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat denga
ketentuan setiap Dana Investasi Real Esi@dak lebih dari 10% (sepuluh persen)
dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investas
Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebu
dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer
Investasi yang sama;

j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi
dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Bletigdn
Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karen
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak
terafiliasi dari pemegang Unit Rgertaan berdasarkan komitmen yang telah
disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau
Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

I. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi
dari calonatau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar
wajar;

m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangar
Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

n. terlibat dalam penjualan Efglang belum dimiliki;

o. terlibat dalam transaksi marjin;

p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atat
Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pemt#gigan jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan dalam rangé@menuhan transaksi pembelian kembali
dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksz
Dana pada saat terjadinya pinjaman;

g. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifa
utang lainnya, dan/au penyimpanan dana di bank;

r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamir
Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yan
merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi
tersebut, kecuali:

1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi
dan/atau
2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yatithwarkan

s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investas

itu sendiri atau Afiliai dari Manajer Investasi dimaksud;

MembeliEfek Beragun Aset, jika:

1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investas
Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau

-
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2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontralestasi Kolektif terafiliasi
dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut
terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan

pembelian B¢k dengan janji menjual kembali.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:

a. Sertifikat Bank Indonesia;

b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;

dan/atau

c. Efek yang diterbitkan oleh lembad@uangan internasional dimana Pemerintah
Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efe
Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan
oleh PemerintalRepublik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membel
Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan
Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutidak berlaku
jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan
modal Pemerintah
Pembatasan Investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saa
Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewakaktu sesuaiperubahan
atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah di bidang pasar modal. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari
peraturan yang berlaku.

(3

-~

(4

=

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan yang diperolekIKKO GEYAR INDONESIA Ddéi danayang diinvestasikan,
akan dibukukan ke dalamIKKO GEBYAR INDONHSIAA sehingga selanjutnya akan
meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.
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ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaaNIKKO GEBYAR INDONESIA Biddepat beberapa biaya
yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investa$k KOGEBYAR INDONESIA DidAuipun

pemegang Unit Penyertaan. Adaphiayabiaya tersebut sebagai berikut:

1. Biaya yang menjadi beban NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA:

U Imbalan jasa Manajer Investasbesar:

Dana DikelolgRp milyar)

Management Fe€%)/tahun

0-200 0,5%
>200-500 0,4%
>500 0,3%

dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasa@&an(tiga ratus
enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiaplan.

U Imbalan jasa AgeRenjual sebesar:

Dana Dikelola (Rp milyar)

Jasa Agen Penjual (%)/tahun

0-200 0,5%
>200- 500 0,6%
>500 0,7%

dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasa#&an(tiga ratus
enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiaplan.

U ImbalanJasa Kustodian sebesar 0,2% (nol koma dua persena¢éus)ahun dari
Nilai Aktiva Bersih harian yang dihitusgcaraharian berdasarkan 365 (tiga
ratus enam puluh limahari dandibayarkan setiap bulan.

U Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek.

U BiayapembaharuanProspektus dampendistribusiannya

U Biayabiaya atagasa auditor yang memeriksa Laporan KeuariBahunan setelah
Pernyataan PendaftaraNIKKO GEBYARDONESIA DUsenjadi efektif.

2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:
Biaya persiapapembentukan Reksa Dana ini.
Biaya Administrasi.

Biaya Pemasaran.

Biaya pencetakan.

Biaya distribusi Prospektus pertama kali.
Biaya pembubaran Reksa Dana

[ B B e el
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3. Biayayang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan NIK&GEBYAR INDONESIA
DUA:

- Biaya pembelian(subscription fee)untuk memiliki Unit Penyertaarsebesar
maksimum 1,0% (satu koma nol per seratus). Pemegang Unit Penyertaar
dikenakan Biaya penjualan kemb@idemption fee)Unit Penyertaan sebagai
berikut:

Biaya Penjualan Kembalinit
Penyertaan (dari nilai penjualan
kembali)

Waktu Penjualan Kembali Unit
Penyertaan (untuksetiap investasi)

Hingga 3 (tiga) bulan Maksimum 1,0%
(satu koma nol per seratus)

Lebih dari 3 (tiga) bulan Nihil

- Biaya transfer penjualan kembali (jika ada)
- Pajak yang berkenaatengan pemodal (jika ada)

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan sd®elleta Dana
menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, B&nulstodian dan atau Reksa
Dana sesuai dengan pihak yangemperoleh manfaat atau yang melakukan
kesalahan sehinggdiperlukan jasa profesi dimaksud.

5. Biayabiaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangindangan yang berlaku di Indonesia
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PERPAJAKAN
Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajajhasilan (PPh)

atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kominedstasi Kolektif, adalah sebagai
berikut:

. Perlakuan
Uraian PPh DASAR HUKUM

a. Pembagian Uang Tung PPh Tarif Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
(dividen Umum

b. Bunga Obligasi PPh Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal | al
dan 2 PP No. 100 Tahun 2013

c. Capital Gain/ Diskonto PPh Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal | a
Obligasi dan 2 PP No. 100 Tahun 2013

d. Bunga Deposito danf PPhFinal | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PPoNd31
Diskonto Sertifikat Bankj (20%) tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuar
Indonesia R.I. Nomor 51/KMK.04/2001

e. Capital Gain Saham di PPh Final Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP
Bursa (0,1%) 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 19

f. Commercial Paperdan PPh Tarif Pasal 4 (1) UU PPh.
Surat Utang lainnya Umum

*)Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.l. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Taht
HnmMoéolv o6Sal NI tlalk]l tSy3akKlFaatly ott KO
yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

(i) 5% (lima persen) untuk tah@914 sampai dengan tahun 2020; dan
(i) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan
pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ad:
sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau
perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investas
akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untulerkonsultasi dengan penasihat perpajakan
mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang
undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitatkgada pemodal tentang
pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercata
kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebu
yang harus dibayar oleh pemodal.
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FAKTOHFAKTOR RISIKON® UTAMA

Semua investasi yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakanngasghadapi
risiko. Adapun risikeisikoyang kemungkinan dap&trjadi yaitu:

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik.
Perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi, bégkal/pajak maupunmoneter,
serta politik yang signifikan bisa mempengaruhi kingrgsusahaarperusahaan
di Indonesia, baik yang menerbitkan surhtitang maupun yang mencatatkan
sahamnya di Bursa Efek Indong{B&l), yang akan mempengaruhi kinerja portofolio
investasiNIKKOGEBYAR INDONESIA DUA.

2. Risiko Berkurangnya nilai Unit Penyertaan
Fluktuasi nilai harga pasar dari obligasi ataupun saham yangr#sgakibatkan
terjadinya kenaikan/penurunan pada Nilai AktivBersih NIKKO GEBYAR
INDONESIA DUA.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Invedtasijibkan
membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual olepemegang Unit
Penyertaan. Dalam hal ini, Manajer Investasi harus menyediakan ydargcukup
untuk pembayaran penjualan kembdReksa Dana tersebut. Apabila seluruh atau
sebagian besar pemegahfnit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan
kembalikepada Manajer Investasi, dapat menyebabkan Manajer Invesidek
mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunpsmjualan kembali
tersebut. Dalam kondisi luar biasa (keadaan kabagu kejadiarkejadian (baik
yang dapat maupun tidak dapaliperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan
Manajer Investasipenjuabn kembali dapat pula dihentikan untuk sementara
sesuaiketentuan dalam Kontrak Investasi kolektif dan Peraturan BapegmamiK.

4. Risiko Tingkat Suku Bunga
Kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan secara umum dapayebabkan
turunnya harga pasar obligasi. Kondisi tersebut akemperkecil Nilai Aktiva Bersih
NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

5. Risiko Pertanggungan Atas Harta/Kekayaan Reksa Dana
Bank Kustodian mengasuransikan seluruh Harta/Kekayaan Re#sa NIKKO
GEBYAR INDONESIA DUétapi, bila terjadi hahal yang tidak diinginkan, misalnya
wanprestasi oleh pihak yang terkaitengan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
seperti bank kustodiamialang, agen pembayar, atau bencana alam, kebakaran
atau kerusuhan, akan mempengaruhi Nilai Aktiva BeMiKKO GEBYARDONESIA
DUA.
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METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DABRREREK
PORTOFOLIO NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolitKkKO GEBYAR
INDONESIA DUyang digunakan oleh Manajer Investasi adaalsuai dengan Peraturan
BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar \MajarEfek Dalam Portofolio Reksa Dana

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portdfttkt&O GEBYAR
INDONESIB8esuai Peraturan Noor IV.C.2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaika
oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setia
Hari Bursa, dengaketentuan sebagai berikut:

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efe
menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efel

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

1) Efek yang diperdagangkanlaar Bursa Efek (over the counter);

2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;

3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;

4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturar
Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengmdol Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolekiif;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transak
Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerime
Laporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkanp(tusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio
Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit
atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yangtdipkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi

Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nil:
Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebu
menggunakan harga pasar wajar yaitgtdpkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi
Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaima
dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huru
¢, Manajer Investasi wajib menterkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservat
dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

1) harga perdagangan sebelumnya;
2) harga perbandingan Efelejenis; dan atau
3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek da
perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gaga
membayar pokok utang atau bunga dari Efekebrs, sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dar
Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yanc
menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengar
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mempertimbangkan:

1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2) kecenderungan harga Efek tersebut;

3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang)

4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan
terakhir;

5) perkiraan rasio pendapatan hardarice earning ratiq) dibandingkan dengan
rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringka
kredit sejenis (jika berupa E®ersifat Utang); dan

7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapka
LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofotia Reka
yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundamgangan di bidang Pasar
Modal; dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari busscara berturuturut, Manajer
Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengar
itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakar
asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar daifek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam
denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dar
tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksaldnd angka 1 huruf d dan
huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurtngangnya :

a. Memiliki prosedur operasi standard;

b. Menggunakan dasar penghitungan yang dagipertanggungjawabkan berdasarkan
metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapbeara konsisten.

c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar
Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi
pertimbangan; dan

d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.

3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar d:
Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktive
Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersatagk setelah penyelesaian pembukuan
Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penuruna
kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterirr
oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHELembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usal
dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pas
wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3yang merupakan Lampire
Keputusan Ketua BEPAM dan LK Nomor K&g3/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang
Lembaga Penilaian Harga Efek. Mandnvestasi dan Bank Kustodian akaemenuhi
ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tet
memperhatikan peraturarkebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau
diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.
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HAKHAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

NIKKO GEBYAR INDONESIA Bd##ah Reksa Dana Terbuka berbertigntrak Investasi
Kolektif sehingga setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai denga
sifat dari kontrak investasi kolektif dan peraturan yang berlakdapun hakhak
pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Memperoleh Bukti Kepemildn

2. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

3. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Berditarian Per
Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

4. Hak Menjual Kembali Unit Penyertaan Sebagian atau Seluruh Baityertaan
5. Hak MemperolehPembagian Keuntungan (jika ada)

6. Hak Untuk Memperoleh Laporahaporan Sebagaimandimaksud Dalam
Peraturan Bapepandan LKNo. X.D.l. Tentang LapordReksaDana

7. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsi@eigan
Kepemilikan Unit PenyertaarDalam Hal NIKKGGEBYARNDONESIA DUA
Dibubarkan
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PERSYARATAN DAN TATA CARMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan
Sebelum melakukan permohonan pembelian Unit Penyertapemodal
wajib membaca dan mengerti isi Prospektus ini besésgentuanketentuan
yang ada di dalamnyaPermohonan pembelian Unit Penyertaan hams
dilakukan sesuaidengan ketentuarketentuan serta persyaratan yang
tercantum dalam Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit
Penyertaan.

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan wajib mengisi dan
menandatangani formulir profil pemodal reksa dana sebagaimdisgaratkan
dalam PeraturarBapepam dan LKo IV.D.2 dan formulpemesanan pembelian
Unit Penyertaan. Formulir pemesangrembelian Unit Penyertaan yang
telah diisi lengkap dan ditandatangani serta dilampiri dengan bukti
pembayaran dan fotocoppukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi
warga negarasing danAnggaran Dasar serta bukti jati diri dari pejabat yang
berwenang untuk badan hukum) harus diserahkan ke Manhjegstasi atau
Agen Penjual dan dokumen pendukung lainnya seslemgan Peraturan
Bapepam dan LKo. V.D.10 tentang Prinsidengenal NasabablehPenyedian
Jasa Keuangan di Bidang Pastodal. Formulir pembelian Unit Penyertaan
dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditusiptk
Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yan
ditunjuk oleh Mamjer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit
Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam teatlapat
keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimatiatur dalam
Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedie
Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

2. Batas Minimum Pembelian

Minimum investasi untulNIKKO GEBYAR INDONH3UAsebesaRp. 1.000.000,
(satujuta rupiah) dan untuk tambahan pembelid®rikutnya adalah minimal
Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah).

3. HargaPembelian Unit Penyertaan

Unit PenyertaanNIKKO GEBYAR INDONESIA Ditévarkan dengarharga sama
dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1:(88ibu rupiah) setiafJnit
Penyertaan pada hari pertama penawar&elanjutnya harga penawaran Unit
Penyertaan ditetapkanberdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan
pada hari bursayang bersangkutan. Formulir pemesanan pembelian Unit
Penyertaanyang telah terisi dan ditandatangani serta dilengkapi dengan bukti
pembayaran dan fotocopy bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi
paling lambat pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagiamat dan uang
pembelian telah diterima dengan bajin good fund)oleh Bank Kustodian pada
hari pembelian, akan diproses oleh Bafstodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
NIKKO GEBYAR INDONH3IMA pada akhir hari bursa tersebut. Jika formulir
pemesanarpembelian Unit Penyertaan dan fotocopy jati diri oleh Nager
Investasi dan atau uang pembelian diterima dengan Welgoodfund) oleh
Bank Kustodian setelah pukul 13.00 Waktu IndoneB&gian Barat, akan

NIKKGGEBYAR INDONESIA DUA 24




NIKKO

diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nikiiva BersihNIKKO GEBYAR
INDONESIA DUpeada hari bursderikutnya.

4. Surat atau Bukti Konfirmasi

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh
pemegangUnit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegaigit Penyertaan
dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelalterimanya perintah
dimaksud dengan ketentuan untuk pembeliadnit Penyertaan, seluruh
pembayaran telah diterima dan formulipembelian Unit Penyertaan oleh
pemegang Unit Penyertaan teldengkap dan diterima dengan ba(in good
fund and in completapplication);

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksangmmintah
pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatagb disampaikan
paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelatiterimanya perintah pemegang
Unit Penyertaan.

5. Syaratsyarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfektronis
dalam mata uang Rupiah. Ditujukan ke rekerifigfKOGEBYAR INDONESIA DUA
pada Bank Kustodian:

Bank :BANK CENTRAL ASIA

AtasNama - REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONERNA

No. Rekening : 4583010931

Biayabiaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfektronis

sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakanggung jawakbcalon
pemegang Unit Penyertaan.

6. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima atau mef@ailesanan
Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atlagian. Bagi pemesanan
pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akat
dikembalikan oleh Manajetnvestasi tanpa bunga atas nama pemesan Unit
Penyertaan dengadiambil sendiri. Selanjutnya, Bank Kustodian akan mengirimkan
Surat Konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selarbatbatnya 7
(tujuh) Hari Bursa setelah tanggal disetujuinya formulir peamaspembelian Unit
Penyertaan oleh Manajer Investasi dan pembayaran atas Unit Penyertaan
diterima dengan baikin good fundpleh Bank Kustodian.
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PERSYARATAN DAN TATA CARMIUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali Uritenyertaan
Manajer Investasi diwajibkan untuk membeli setiap Unit Penyertgamg
dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Penjualan kembaiiakukan
pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi darenandatangi formulir
penjualan kembali Unit PenyertaanFormulir penjualan kembali Unit
Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi.
Permohonan penjualan kembalUnit Penyertaan harus dilakukasesuai
dengan ketentan-ketentuan serta persyaratapersyaratan yang teragum
dalam Prospektus dan dalaRormulirPenjualan Kembali Unit Penyertaan.
Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang
dari ketentuanketentuan dan persyaratapersyaratan di atas tidakdilayani.

2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pengembalian dana atas penjualan kembali Unit Penyertaan diaayarkan
dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer elektronis ke rekening
pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan atau transfer elektronis
merupakan tanggung jawab dari pemegang Unihyataan.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin
tidak lebihdari 7 (tujuh) hari bursa setelah formulpenjualan kembali Unit
Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

3. Batas Minimum Penjualan Kembali
Minimum penjualan kmbali untuk NIKKGGEBYAR INDONESIA DUA sebesar
1.000.000 (satu juta Rupiah). Bila unit yang dimiliki oleh Pemegang Unit
kurang dari 1.000 (seribu) Unit Penyertaan pada hari penjualan kembali,
Manajer Investasi dapat melakukan pelunasamas seluruh unitpenyertaan
tersebut.

4. Pemrosesan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Untuk setiap formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yaditerima
secaralengkap (sesuai dengan ketentuan dan persyaratangtercantumdalam
Prospektus dan formulir penjualan kembaljleh Manajer Investasi sampai
dengan pukul 13.00 Waktu IndonesBagian Barat, akan diproses oleh Bank
Kustodian berdasarkan NilAktiva BersiiNIKKO GEBYAR INDONESIA padia akhir
hari bursatersebut. Ja formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima
secara lengkap (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yamgntum
dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oManajer Investasi setelah
pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Bawan diproses oleh Bank Kustodian
berdasarkan Nilai Aktiva BersMIKKO GEBYAR INDONESIA Ppaia akhir hari
bursa berikutnya.

5. Surat atau Bukti Konfirmasi

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kemb@klunasan)
Unit Penyertaan oleh pemegangnit Penyertaan wajibdikirimkan kepada
pemegang Unit Penyertaan dalam waktu palilaghbat satu hari kerja setelah

NIKKGGEBYAR INDONESIA DUA 26




NIKKO

diterimanya perintah dimaksud dengaketentuan untuk penjualan kembali
Unit Penyertaan, formulipenjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang
Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baikin complete
application).

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan peripéahegang
Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wdighmpaikan paling lambat

7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanyerintah pemegang Unit Penyertaan.

6. Batasan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kemb@hit
PenyertaanNIKKO GEBYAR INDONESIA GOikeh jumlah pembelian kembali
Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dalaatu hari sampai dengan lebih dari
20% (dua puluh per seratus) datilai Aktiva BersiNIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
yang diterbitkarpada hari itu. Apabila Manajer Investasi atau Bank Kustodian
menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih @8t (dua
puluh per seratus) dari Nilai Aktiva BerdifKKO GEBYAIRIDONESIA DU#ang
diterbitkan pada hari itu, maka kelebihgmermohonan penjualan kembali
tersebut akan diproses dadibukukan serta dianggap sebagai permohonan
penjualan kembalipada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan
metode FIFQ(first in first out).
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BAB Xiil

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS
FORMULIRPEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERJANN
PENANGANAN KELUHAN NASABAH

Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit PenyertAdKKO GEBYAR
INDONESIA DUdapat diperoleh di kantor Manajer Investaserta para Agen Penjual
yangditunjuk oleh Manajer Investasi diseluruhdonesia.

Keluhan nasabah dapat disampaikan kepada Manajer Investsiui surat (termasuk
surat elektronik) dan telepon.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

MANAJER INVESTASI

PT.Nikko Sekuritas Indonesia
Wismalndocement Lantai 3
JI. Jend. Sudirman Kav.-70L.

Jakarta 12910
Telepon: (621)2510125
Faksimili:(621)2512112

Up. Divisi Marketing
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BAB XIV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAANKKO GEBYAR INDONESIA DUA

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPA MELALWAGEN PENJUAFEK REKSA

DANA
@ Pengiriman Surat Konfirmasi  (7)
Pemesanan
nit Penyertaan
P MANAJER
INVESTASI BANK KUSTODIAN

(&)
Isi Formulir (6)
Pemesanan ditolak diterima Penerbitan
Pembelian Unit )
Penyertaan disertai
D Surat Konfirmasi
(KTP/Paspor dan Transaksi Pembelian
NPWP untuk Memeriksa Unit Penyertaan —

kelengkapan

Perorangan atau
g dokumen

Anggaran Dasar,
NPWP serta

-

KTP/Paspor dari
pejabat yang
berwenang untuk
Badan Hukum)

Transfer Dana

\ ) ®)

14.2. PENJUALAN KEMBARELUNASAN) UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGI
PENJUAEFEK REKSA DANA

2
Penjualan
Kembali Unit

Penyertaan
> MANAJER BANK

1)
Isi Formulir
Penjualan
Kembali Unit
Penyertaan

ditolak

kelengkapan
dokumen

Transfer Dana
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14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTMENALUAGEN PENJUAIEEEK REKSA DANA

Pengiriman Surat Konfirmasi

1) ®)
Pemesanan Penyampaia
Pembelian Dokumen,
Unit
onyprtda AGEN MANAJER
INVESTOR PENJUAL INVESTASI

BANK

KUSTODIAN

()
Isi Formulir
Pemesanan
Pembelian Unit
Penyertaan
disertai dengan
dokumen
pendukung
(KTP/Paspor
dan NPWP
untuk
Perorangan
atau Anggaran
Dasar, NPWP
serta
KTP/Paspor
dari pejabat

yang

lengkap ()
Penerbitan

Memeriksa
kelengkapa
n dokumen

Surat Konfirmasi
Transaksi
Pembelian Unit
Penyertaan

ditolak

(5) diterima

Memeriksa
kelengkapa
n dokumen

T
Dana (6)

14.4.PENJUALANKEMBALI (PELUNASANNIT PENYERTAANELALUI AGEN
PENJUAEFEK REKSA DANA

1)
Penjualan @
Kembali Unit Penyampaia
Penyertaan Dokumen

AGEN MANAJER
INVESTOR PENJUAL INVESTASI

BANK

KUSTODIAN

1)
Isi Formulir
Penjualan
Kembali Unit
Penyertaan

lengkap

Memeriksa
kelengkapan
dokumen

ditolak

(5) diterima

Memeriksa
kelengkapan
dokumen

Transfer
Dana
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BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

NIKKO GEBYAR INDONESIA Dafd dibubarkan, apabila terjadi salaatu dari hahal
sebagai berikut:

a. Dalamjangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa DanaBemmyataan
Pendaftaramya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. BagiReksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Da
Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangk:
waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reks
Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);

c. Diperintahkanoleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan perajppeamdang
undangan di sektor Pasar Modal;

d. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepulu
miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut turut; dan/atau

e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakatlumiembubarkan Reksa
Dana.

Dalam hal NIKKO GEBYAR INDONESIA Dudiib dibubarkan karenakondisi
sebagaimana dimaksud dalamruf a atau huruf hmaka Manajer Investagiajib:

i. Menyampaikanlaporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Un
Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesi
yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnye
jangka waktu sedigaimana dimiesud dalarmhuruf a atau huruf b;

i. Menginstruksikarkepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak
berakhirnya jangka waktu safaimana dimaksud dalamuruf a atau huruf b,
untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit
Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara
proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh
lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima
pemegang Unit Penyertaan palirgrbat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a atau huruf b; dan

iii. MembubarkanReksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari
bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atat
huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas
Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubark
yang disertai dengan:

1. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangandan

2. Laporankeuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang
terdaftar di Otoritas Jas&euangan, jika Reksa Dana telalemiliki dana
kelolaan.

Dalam haNIKKO GEBYAR INDONESIA D&jid dibubarkan karen&ondisi sebagaimana
dimaksud dalanmurufc, maka Manajer Investasiajib:
i. Mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lamba
2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangapadianhari yang
sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk
menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
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ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejal
diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, uknmembayarkan dana hasil likuidasi
yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa
perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saai
pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling
lamba 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuang:
paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Rekse
Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan derditumen sebagai berikut:

1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yandatigar di Otoritas Jasa
Keuangan.

Dalamhal NIKKO GEBYAR INDONESIA ajib dibubarkan karenkondisi sebagaimana
dimaksud dalanmuruf d, maka Manajer Investasiajib:

i.  Menyampaikanlaporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
dilengkapikondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada pare
pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalar
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
dalam jangka waktu paling lambat 2 (duiaari bursa sejak berakhirnya jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d serta pada hari yang sama
memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan
perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

i. Menginstruksikarkepada Bank Kustégh paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, untuk
membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaar
dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsionaNdar
Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima
pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi
selesai dilakukan; dan

iii. Menyampaikanlaporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuang
paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan dokumen sebagai berikut:

1. Pendapadari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

2. Laporankeuangan pembubaran Reksa Danagaiaudit oleh Akuntan yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

3. Aktapembubaran Rekdaana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam haNIKKO GEBYAR INDONESIA D&jib dibubarkan karenkondisi sebagaimana
dimaksud dalanmuruf e maka Manajer Investasiajib:

i. Menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuang:
dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatar
pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian denga
melampirkan:

1. Kesepakatarpembubaran Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank
Kustodian disertai alasan pembubaran; dan

2. Kondisikeuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana
pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertdig pa
sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasionaderta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian
untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodiaalimg lambat 2 (dua) hari bursa sejak
terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana has
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likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan

perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih geata

likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan

paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangs

paling lambat 60 (enamuluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran Reksa

Dana disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. Pendapadari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

2. Laporankeuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang
terdaftar diOtoritas Jasa Keuangan; dan

3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuiddbkKO GEBYAR
INDONESIA DUAarus dibagi secara proporsional menukibmposisi jumlah Unit
Penyertaan yang dimiliki oleh mashngasingpemegang Unit Penyertaan.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasipembagian
hasil likuidasNIKKO GEBYAR INDONESIA Dtwékapemegang Unit Penyertaan tidak
dapat melakukan penjualan kembégtielunasan).

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambilp@iegtegang Unit
Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidespada pemegang Unit
Penyertaan yang ditapkan oleh Manajeinvestasi, maka :

Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Uni
Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masasgng 10
(sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat khhaan
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional maka dana tersebut wajib
disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nam
Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum
mengambil dana hasil likuidasi mfatau untuk kepentingan pemegang Unit
Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) tahun;

Setiapbiaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut dibebankan kepada
rekening giro tersebut;

Apabiladalam jangka waktB0 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang
Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada
Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar
Modal; dan

DalamKontrak Investasi Kolektif dapat ditetiegn jangka waktu yang lebih singkat
dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling cepat 3 (tiga) tahun.

Dalamhal NIKKO GEBYAR INDONESIA Bibdbarkan dan dilikuidasiaka beban biaya
pembubaran dan likuidadNIKKO GEBYAR INDONEBIA termasuk biag Konsultan
Hukum, Akuntan dan beban lain kepapiiak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib
dibayar Manajer Investakepada pihalpihak yang bersangkutan
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BAB XVI

PENDAPASEGHUKUM

By law we secure your business

TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON & PARTNERS

ANIONG + IVESTMENT - CAPITAL MARRET + CommoraTE & commencin, maanon LAW FIRM

Jakarta, 4 Maret 2008
No.: 41/TTS-SVM/II/08

Kepada Yth,,

Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM),
Gedung Baru, Departemen Keuangan R 1,

Lantai 3-8, JI. Dr. Wahidin Raya No.1,

Jakarta 10710.

Hal : Pendapat Hukum dalam Rangka Pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua dan Penawaran Umum
2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua.

Dengan hormat,

Pertama-tama kami sampaikan bahwa Kantor Hukum *TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON &
PARTNERS LAW FIRM" adalah Kantor Hukum yang telah memenuhi persyaratan didalam
memberikan pendapat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia,

1. LATAR BELAKANG.

1.1. Kami adalah Konsultan Hukum yang independen dari Timotius Tumbur Simbolon &
Partners Law Firm, berkantor di Wisma Nugra Santana Level 9, Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 7-8, Jakarta 10220, dan telah terdaftar scbagai Profesi Penunjang Pasar Modal
(Konsultan Hukum) dengan Nomor STTD No. 512/PM/STTD-KH/2003, tanggal 5
Agustus 2003, atas nama Timotius Tumbur Simbolon, SH;

1.2. Pendapat hukum (legal opinion) ini diberikan sesuai dengan permohonan  Perseroan
PT. Nikko Securities Indonesia (selanjutnya discbut “PERSEROAN™) berdasarkan Surat
Nomor Ref.: 370/NSI/FM/I1/2008, tanggal 25 Februari 2008, Perihal: Penunjukan Selaku
Konsultan Hukum, untuk melakukan pemeriksaan segi hukum (legal audif) dan
memberikan pendapat hukum (legal opinion) schubungan dengan rencana PERSEROAN
selaku Manajer Investasi untuk melakukan Pepawaran Umum Reksa Dana Nikko Gebyar

Indonesia Dua;
Wisma Nugra Santana 9" Floor
JL. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220 - Indonesia Halaman 1 dari 6
Phone: (62-21) 5703836 (Hunting), Fax: (62-21) 5703837, Web: com, Email:
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1.3, Pendapat hukum ini diberikan terbatas hanya pada dokumen-dokumen yang Kami terima
dan sesuai dengan hukum yang berlaku.di Republik Indonesia pada saat pendapat hukum ini
dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

1.4. Kami hanya melakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia
dengan tidak mempertimbangkan yurisdiksi hukum negara lain.

2. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

2.1 Sesuai tujuan pemberian pendapat hukum ini, Kami telah memeriksa dokumen-dokumen
PERSEROAN dan PT. Bank Central Asia Tbk., baik asli maupun salinan (copy) yang
disampaikan kepada Kami dan Kami hanya iksa terbatas pada dok
yang Kami terima tersebut, yang Kami buat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum
(LPSH), tanggal 4 Maret 2008 (Terlampir);

2.2 Dalam pemeriksaan dok dok tersebut, Kami tidak melakukan
pemeriksaan atau penelitian mengenai keadaan yang benar-benar terjadi yang berhubungan
dengan pemberian pendapat hukum ini dan hanya mengacu pada pernyataan-pernyataan
tertulis dan lisan serta konfirmasi dari PERSEROAN dan karyawannya dan juga PT. Bank
Central Asia Tbk., dan karyawannya.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT.

Untuk memberikan pendapat hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dengan seksama
termasuk tapi tidak terbatas pada:

3.1, Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal;

3.2, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;

3.3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pasar Modal; '

3.4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-23/PM/1996, tanggal 17 Januari
1996, tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

3.5. Peraturan No. IV. B. 1, tentang Pedoman P laan Reksa Dana Kontrak
Investasi Kolektif Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP- 427/BL/2007, mnggzl
19 Desember 2007;

3.6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-01/PM-MI/1993, tanggal 22
Februari 1993, tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Manajer Investasi Kepada PT.

Nikko Securities Indonesia; ) %
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PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhati p P Republik Indonesia yang berlaku,
maka dengan ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

I. Mengenai MANAJER INVESTASI

1. Bahwa MANAJER INVESTASI adalah PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA, suatu
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta dan telah memiliki perijinan yang dipersyaratkan untuk bertindak
dan menjalankan tugas sebagai MANAJER INVESTASI.

2. Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris MANAJER INVESTASI yang

i adalah sah, Akta P K Rapat PT. Nikko
Securities Indonesia No. 42, tanggal 16 Oktober 2006, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Nikko Securities Indonesia No. 2, tanggal 4 September 2007, keduanya dibuat dihadapan
Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta.

3. Bahwa Direksi dari MANAJER INVESTASI pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap
pampenummlmmxommmmmmvmmpmuumm
merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.

4. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami terima, yang didasarkan pada surat pernyataan
anggota Direksi MANAJER INVESTASI, yang menyatakan bahwa tidak pernah terlibat
dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, arbitrase, kepailitan maupun penundaan
kewajiban pembayaran utang yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban
MANAJER INVESTASI dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum
Kkarena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

11. Mengenai BANK KUSTODIAN

1. Bahwa BANK KUSTODIAN adalah PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk., suatu Perseroan
Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di
Jakarta dan BANK KUSTODIAN telah memiliki perijinan dan persetujuan yang
dipersyaratkan untuk bertindak sebagai Kustodian di Indonesia. k%

dan/atau t-surat lainnya yang telah diberikan kepada kami dan/atau
yang telah kami gunakan sebagai dasar pemberian pendapat hukum ini, yang apabila ada
dapat atau akan mempengaruhi dasar atau han atas pendapat hukum kami ini.
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